SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan
Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589j;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737});

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

14.

15.

17.

18.

19.

b
[y

6.

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1595);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yvang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007
Nomor 6j;



Menetapkan

22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014

Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :
1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah:
- semula Rp. 532.938.108.948,00
- bertambah /(berkurang) Rp. 76.044.365.417,25

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp. 608.982.474.365,25

b. Dana Perimbangan:
- semula Rp.1.076.161.876.799,00
- bertambah /(berkurang) Rp. 1.585.276.098,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan
Rp.1.076.161.876.799,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:

- semula Rp. 198.000.910.459,00
- bertambah /(berkurang) Rp. 11.212.599.541,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah
perubahan Rp. 209.213.510.000,00
Jumlah Pendapatan Rp.1.894.357.861.164,25

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja:
- Belanja Pegawai:
semula Rp. 471.784.714.534,00
bertambah /(berkurang) Rp. 4.614.109.847,00

Jumlah belanja langsung setelah perubahan
Rp. 476.398.824.381,00



- Belanja Bunga:

semula Rp. 0,00
bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Rp. 0,00

- Belanja Subsidi:

semula Rp. 0,00
bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan

Rp. 0,00

- Belanja Hibah:

semula Rp.219.541.850.000,00
bertambah /(berkurang) Rp. 13.910.367.500,00

Jumlah belanja Hibah setelah perubahan
Rp.233.452.217.500,00

- Belanja Bantuan Sosial:

semula Rp. 0,00
bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
Rp. 0,00
- Belanja Bagi Hasil:
semula Rp. 149.066.994.827,00
bertambah /(berkurang) Rp. 79.637.910.684,43

Jumiah belanja Bagi Hasil setelah perubahan
Rp. 228.704.905.511,43

- Belanja Bantuan Keuangan:

semula Rp. 16.644.798.000,00
bertambah /({berkurangj Rp. 5.600.000.000,00
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah
perubahan Rp. 21.644.798.000,00

- Belanja Tidak Terduga:
semula Rp. 10.907.160.000,00
bertambah /(berkurang) Rp. 2.147.468.019,82

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan
Rp. 13.054.628.019,82

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 973.255.373.412,25

b. Belanja Langsung terdiri dari belanja:
- Belanja Pegawai sejumlah
semula Rp. 98.717.234.900,00
bertambah /(berkurang) Rp. 4.066.292.000,00



Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan
Rp. 102.783.526.900,00

- Belanja Barang dan Jasa:
semula Rp. 635.715.765.088,00
bertambah /(berkurang) Rp. 50.155.483.431,00

Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan
Rp. 685.871.248.519,00

- Belanja Modal:
semula Rp. 294.252.974.112,00
bertambah /(berkurang) Rp. 35.893.951.246,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
Rp. 330.146.925.358,00

Jumlah Belanja Langsung Rp.1.118.801.700.777,00
Jumlah Belanja Rp.2.087.840.815.388,25
Surflus/ (Defisit) (Rp. 197.699.213.025,00)

3.Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
- semula Rp. 103.660.554.800,00
- bertambah /(berkurang) Rp. 106.583.341.672,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp. 210.243.896.472,00

b. Pengeluaran:
- semula Rp. 12.544.683.447,00
- bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Rp. 12.544.683.447,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 197.699.213.025,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
Rp. 0,00

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.



Pasal 3
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II
Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Belanja Hibah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran
I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini yang merupakan
satu kesatuan dan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal S5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2014
sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 Oktober 2013

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggai 22 Oktober 2013

Plt . SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
ttd.

H. SUMARDI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

4

M. IKHWAN, SH. . MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690905 199403 1 001




